
BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR,I TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa seluruh bagran dari Rencana Umum Penanaman Modal

(RUPM) Kabupaten Muara Enim harus selaras dengan arah

kebijakan pembangunan daerah;

b. bahwa untuk menyelarasankan dengan arah

Pemerintah Kabupaten dimaksud, maka

kebijakan

merubah/menyesuaikan Peraturan Bupati Muara Enim

17 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman

Mengingat

Tahun 2017-2O25;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun

2Ol7 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2OL7-

2025.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II

dan Kota Praja Di Sumatera Selatan (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOT tentang Penanaman

Modal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a72fl;

perlu

Nomor

ModaI



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a8a$;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Fublik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang P4iak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 50a9);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2072 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol5 tentang Fasilitas

Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang

Usaha Tertentu/atau Daerah-daerah Tertentu (Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77,

Tambahan lembaran Negara 5688), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215l,;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OL9 Pemberian Insentif

dan Kemudahan Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 63 );

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2OL4 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2211;

13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2Ot6 tentang Daftar Bidang

Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka

dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 2l0l1'

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2Ol7 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OtT Nomor 1956);

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara

Perizinarr dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 93fl;

17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2Ol4

tentang Rencana Umum Penanaman Moda1 Tahun 2Ol4-2O25

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2OL4 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman

Modal Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2015 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Muara Enim Tahun 2OL6 Nomor 2), Sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun 2Ol9 Nomor 8);



20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian

Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016

Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038

(L,embaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018

Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2Ot9 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2Ol8-2O23 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2Ol9 Nomor 7);

23. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2OLT tentang Rencana Umum

Penanaman Modal Tahun 2OL7-2O25 (Berita Daerah Kabupaten

Muara Enim Tahun 2Ol7 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI MUARA ENIM NOMOR 17 TAHUN 2OI7 TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2OI7-2O25

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor

17 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun

2Ol7-2O25 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2Ol7

Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 4, 5 dan 6 diubah sehingga secara

keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah

Muara Enim.

Bupati adalah Bupati Muara Enim.

1.

2.

3.

Kabupaten



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanall Terpadu Satu Pintu,

yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Muara Enim.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanarl Terpadu Satu

Pintu, yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Muara Enim.

Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut

Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur

pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Penanam modal adalah segala bentuk kegiatan menanam

modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun

penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah

Negara Repiblik Indonesia.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang

selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten (RUPMK) adalah

Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten yang

dirumuskan dalam suatu dokumen renca.na umum

penana.man modal.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah sehingga menjadi :

Pasal 4

(1) DPMPTSP melaksanakan pemantauan, pengawasan dan

pengendalian serta mempromosikan potensi penanaman

modal secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan RUPMK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) DPMPTSP dalam merealisasikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten dengan mengkoordinasikan lintas sektoral

dalam merealisasikan pelaksanaan penanaman modal.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) diubah sehingga secara

keseluruhan menjadi :

Pasal 6

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal yang

mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal

Kabupaten, perlu memberikan kemudahan dan/atau insentif

Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

(2) Pemberian fasilitas, kemudian dan/atau insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan

pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf D

angka 6'

(3) Pemberian Fasilitas dan kemudatran dan/atau insentif

sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dievaluasi secara

berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah

yang terkait.

(4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Bupati untuk

dibahas oleh Perangkat Daerah terkait.

(5) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4)

ditindaklanjuti oleh Bupati dan Perangkat Daerah terkait

sesuai dengan kesepakatan pembahasan.

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) Tahun.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilaporkan kepada Bupati.

4. Ketentuan pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam

La.mpiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.












































































































